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PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN, KELEMAHAN SPI, DAN KETAATAN
PADA PERUNDANG-UNDANGAN DIANALISIS DARI OPINI AUDITOR

Sucahyo Heriningsih, Rusherlistyani?
FE UPN “Veteran” Yogyakarta
email : heriningsih_s@yahoo.co.id.

Abstract

The purpose of this study is to examine the local government financial statement disclosure,
the weakness of the SPI, and compliance with the law, in the analysis of the auditor's
opinion. The sample of this study using 46 local government financial reports (LKPD) in
Indonesia, in 2008 and 2010, which has an index of perception of corruption developed by
Transparency International Indonesia. The results of this study (a) to prove that there is no
difference in the disclosure of financial statements on local governments (LKPD) that
received unqualified opinion, with the opinion LKPD not unqualified, (b) prove that there is
no difference in compliance with the law of financial statements on local governments that
received unqualified opinion, with which the opinion LKPD not unqualified, (c) prove that
there is difference a weakness of the SPI on local government financial statements to
obtain unqualified opinion, which the opinion LKPD not unqualified.

Keywords: the local government financial statement disclosure, the weakness of the SPI,
and compliance with the law, auditor's opinion.

A. PENDAHULUAN

Reformasi pengelolaan keuangan negara diawali dengan adanya otonomi daerah dan
desentralisasi fiscal, yang bertujuan untuk menciptakan good governance sehingga tercipta
suatu pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Terciptanya suatu pemerintah
daerah yang akuntabel menjadi suatu harapan tersendiri bagi masyarakat, sehingga tercipta
suatu sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dan
bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah
(LKPD) menggambarkan tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang menjadi
kebutuhan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga untuk mengetahui
akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk selalu dilakukan
audit atas LKPD oleh pihak independent (BPK RI).

Semakin baik terciptanya transparansi dan akuntabilitas diyakini dapat mengurangi
praktek korupsi di pemerintah daerah. Semakin baik akuntabilitas keuangan pemerintah,
maka korupsi yang terjadi di daerah harapannya semakin berkurang. Hal ini berbeda
dengan hasil penelitian Setiawan (2012) dan Heriningsih (2013), yang menunjukkan
bahwa akuntabilitas laporan keuangan pemerintah (opini audit, kelemahan Sistem
pengendalian intern, dan ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

! Penelitian ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang dibiayai oleh DIKTI RI, Hibah Bersaing 2014: Analisis Pengungkapan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia.
Peneliti menghaturkan terimakasih mendalam kepada DIKTI R1 dan LPPM UPNVY.
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undangan) tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.

Maraknya kasus korupsi yang tidak hanya terjadi di sektor bisnis, tetapi banyak
juga dilakukan oleh para birokrat, menjadikan fenomena yang menarik untuk diteliti. Hal
ini tentunya tidak terlepas dari proses akuntabilitas yang di lakukan dan tingkat
pengungkapan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas laporan keuangan
pemerintah daerah (LKPD) yang diaudit oleh BPK, terdiri dari opini audit, sistem
pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil audit
BPK diharapkan dapat menunjukkan besarnya tingkat kecurangan maupun ada tidaknya
kasus korupsi yang terjadi. Namun banyak terjadi bahwa opini WTP dan kepala daerahnya
menjadi tersangka dalam kasus korupsi, sepeti yang diungkapkan oleh Abraham Samad
(2012). Hal inilah yang menjadi catatan penting dalam akuntansi, terutama dalam proses
pengungkapan atas LKPD. Pengungkapan laporan keuangan berhubungan dengan semua
informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dan informasi tambahan seperti catatan
atas laporan keuangan, kejadian setelah tanggal neraca, analisis manajemen dan informasi
tambahan diluar informasi keuangan.

Dengan adanya standar akuntansi pemerintah, maka laporan keuangan hendaknya
disusun sesuai standar, peraturan dan undang-undang yang berlaku, tetapi masih banyak
fenomena yang terjadi opini auditor yang beropini tidak wajar dan disclamer. Hal ini
terjadi karena banyak penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar
yang telah ada dan belum memenuhi tingkat kelengkapan yang disyaratkan. Demikian juga
dengan LKPD yang memberoleh WTP apakah telah mencerminkan tingkat pengungkapan
laporan keuangan yang baik dan sudah sesuai dengan standar. Berdasarkan latar belakang
masalah tersebut, masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat perbedaan
pengungkapan laporan keuangan, kelematahan SPI dan ketaatan terhadap perundang-
undangan berbeda antara LKPD yang memberoleh opini WTP dengan yang selain WTP?”

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah
Setiap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten, harus
melaporkan secara akurat informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah
daerah (LKPD). Sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010
Tingkat pengungkapan yang harus diungkapkan adalah:
1. Pendahuluan (Penyajian informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas
akuntansi).
2. Penyajian informasi tetap kebijakan fiskal atau kebijakan keuangan dan ekonomi mikro.
3. Penyajian ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala
dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
4. Dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan.
5. Penyajian rinci dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka
laporan keuangan.
6. Pengungkapan lainnya.
7. Penutup.

Akuntabilitas Laporan Keuangan melalui Opini audit
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Opini auditor merupakan point penting akan hasil audit dari auditor. Badan Pengawas
Keuangan “ BPK RI” bertugas mengawasi/memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan Negara yang dilakukan baik di pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat,
atau lembaga-lembaga Negara lainnya yang mengelola keuangan Negara. Hasil audit BPK
dapat berwujut Laporan Hasil Pemeriksaan yang mencerminkan tingkat akuntabilitas suatu
laporan pemerintah daerah (LKPD).

Terdapat empat opini yang dikeluarkan oleh BPK RI, yaitu unqualified (wajar tanpa
pengecualian/WTP), qualified (wajar dengan pengecualian/ WDP), adverse (tidak wajar
/TW), dan disclamer (tidak memberikan pendapat/TMP). Dari keempat opini tersebut opini
terbagus adalah unqualified yang berarti bahwa laporan LKPD telah disajikan dan
diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi laporan keuangan bisa
digunakan oleh pemakai laporan keuangan. Sedangkan opini terjelek adalah tidak wajar
karena informasi laporan keuangan (LKPD) tidak diungkapkan secara wajar dalam semua hal
yang material, sehingga informasi dalam laporan keuangan tidak dapat dipakai oleh
penggunanya. Dan berbeda dengan disclamer terjadi bila auditor menolak memberikan
pendapat, kondisi ini disebabkan karena lingkup audit yang dibatasi atau karena laporan
keuangan tidak dapat diaudit sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan Negara (SPKN),
sehingga baik opini adverse maupun disclaimer tidak dapat digunakan oleh pengguna
laporan keuangan.(Heriningsih, 2013).

Sehingga dapat disimpulkan jika opini audit bagus, maka terdapat hubungan searah
dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hasil penelitian Nanda, Debby, Sunardji
dan Dyah (2012) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positip terhadap tingkat
pengungkapan LKPD. Dari penjelasan keterkaitan opini audit dengan tingkat pengungkapan
LKPD maka dapat di hipotesiskan:

H1: Terdapat perbedaan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah antara LKPD
yang beropini WTP, dengan LKPD yang beropini selain WTP.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Hasil audit BPK RI terhadap LKPD selain opini audit, juga menerbitkan hasil pemeriksaan
atas Sistem pengendalian intern (SPI) untuk entitas yang diperiksa. Audit atas Sistem
pengendalian intern (SPI) ini berisi tentang tingkat kelemahan pengendalian internal yang
terjadi pada suatu pemerintah daerah. Menurut PP No.8 Tahun 2006, SPI adalah suatu proses
yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang
memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap perundang-undangan yang
berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Hasil Audit BPK tentang SPlI menunjukkan kasus-kasus kelemahan sistem
pengendalian intern yang dapat dikelompokkan sebagai 1) kelemahan sistem pengendalian
akuntansi dan pelaporan, 2) kelemahan sistem penengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja, dan 3) kelemahan struktur pengendalian intern. (BPK, IHPS, 2013).
Dari penjelasan keterkaitan kelemahan pada SPI dengan tingkat pengungkapan LKPD maka
dapat di hipotesiskan:

H2:  Terdapat perbedaan kelemahan pada SPI antara LKPD yang beropini WTP, dengan
LKPD yang beropini selain WTP.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
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Pemberian opini yang ketiga juga didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap
ketentuan perundang-undangan. Dalam Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester I, tahun 2013
disebutkan bahwa salah satu hasil pemeriksaan atas laporan keuangan berupa laporan
kepatuhan mengungkapan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang
mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan
penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. (BPK,
2013)

a.  Kerugian negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang,
surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum, baik sengaja maupun lalai

b.  Potensi kerugian negara/daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan
datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti
jumlahnya.

c. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang
berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional.

d.  Temuan mengenai ketidakhematan

e. Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan
kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.

f.  Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (outcome)

Selain itu, BPK juga melakukan penilaian terhadap kecukupan pengungkapan informasi
dalam LK dan kesesuaian LK dengan standar yang berlaku sebagai dasar pemberian opini
atas LK. Dari penjelasan keterkaitan kepatuhan pada perundang-undangan dengan tingkat
pengungkapan LKPD maka dapat di hipotesiskan:

H3:  Terdapat perbedaan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah antara LKPD
yang beropini WTP, dengan LKPD yang beropini selain WTP.

C. METODE
Penelitian ini mengunakan data sekunder yang diambil dari BPS Indonesia. Berikut ini tabel
pemilihan sampel sebagai berikut:

Variabel Penelitian
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah

Setiap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten, harus
melaporkan secara akurat informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah
daerah (LKPD). Sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010.
Tingkat pengungkapan pada LKPD disesuaikan dengan tingkat pengungkapan pada PSAP.
Tingkat pengungkapan ini diukur dengan menggunankan rumus sebagai berikut (Hilmi dan
Martani, 2012) dalam (Heriningsih, 2013) :

Indek pengungkapan LKPD =_Pengungkapan dalam LKPD
Pengungkapan dalam PSAP

Opini Audit
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Opini Audit diukur mengunakan variabel dummy. Laporan audit Independen
merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, opini auditor yang
merupakan pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang material sesuai dengan Kriteria
Standar akuntansi Pemerintah. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy,
Kategori unqualified yang terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion)
diberi nilai dummy 1 dan kategori non unqualified yang terdiri dari Wajar dengan
Pengecualian (WDP/Qualified opinion), Tidak Wajar (TW/Adverse opinion) dan Tidak
Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer opinion) diberi nilai dummy 0. (Heriningsih, 2013)

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Kelemahan SPI di ukur dengan menggunakan jumlah temuan pelanggaran atas SPI
yang diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK.

Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di ukur dengan menggunakan jumlah
temuan pelanggaran atas ketaatan terhadap undang-undang yang diungkapkan dalam laporan
hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Sampel yang diobservasi dalam penelitian ini berjumlah 92 LKPD untuk tahun 2008
dan 2010. Berdasarkan tabel 2,terlihat bahwa jumlah LPKD yang memperoleh opini WTP
hanya 20 kota dan kabupaten, sedangkan yang memperoleh opini selain WTP ( WDP, tidak
wajar, dan disclamer) berjumlah 72 kabupaten dan kota.

Rata-rata tingkat pengungkapan LKPD yang memperoleh opini selain WTP sebesar
0.8197 dan rata-rata tingkat pengungkapan yang memperoleh opini WTP sebesar 0.8000, dari
hasil statistik menunjukkan bahwa secara statistik mempunyai hasil yang hampir sama atau
tidak berbeda tingkat pengungkapan LKPD baik yang beropini WTP maupun yang tidak
beropini WTP.

Rata-rata variabel kelemahan SPI untuk LKPD yang opini selain WTP sebesar 7,4028
dan rata-rata kelemahan SPI untuk LKPD yang ber opini WTP sebesar 6,7500, berdasarkan
hasil statistik tersebut maka dapat dijelaskan bahwa untuk LKPD yang beropini WTP
cenderung untuk memiliki tingkat kelemahan pada SPI lebih rendah bila dibandingkan
dengan LKPD yang beropini selain WTP.

Rata-rata variabel ketaatan pada peraturan perundang-undangan untuk LKPD yang
opini selain WTP sebesar 9,8056 dan untuk LKPD yang beropini WTP sebesar 8,8500.
Berdasarkan angka statistik tersebut maka dapat diidentifikasi bahwa tingkat pelanggaran
pada LKPD yang beropini WTP lebih rendah dibandingkan yang LKPD selain WTP.

Pengujian Hipotesis

Untuk mengujian hipotesis 1, 2 dan 3 dengan menggunakan Independen Sampel Test
terdapat dalam tabel 3.
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Berdasarkan tabel 3, angka signifikansinya sebesar 0,516 maka pengujian hipotesis 1 dapat
disimpulan bahwa secara statistik dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan
pengungkapan laporan keuangan untuk LKPD yang beropini WTP dengan LKPD yang
beropini selain WTP. Hal ini berarti bahwa baik pemerintah daerah yang Laporan Hasil
Pemeriksaannya beropini WTP maupun yang LHP tidak memperoleh opini WTP cenderung
untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan yang cenderung sama dalam
pengungkapannya. Hal ini sesuai dengan hasil dari uji dekriptif dalam tabel 2, yang hampir
tidak ada perbedaan jumlah rata-rata tingkat pengungkapannya, antara yang beropini WTP
dengan LKPD yang selain WTP.

Untuk pengujian hipotesis 2, menunjukkan angka 0,046 maka kelemahan SPI untuk
LKPD yang memperoleh opini WTP secara statistik berbeda antara kelemahan SPI dengan
LKPD yang memperoleh opini selain WTP. Hal ini sesuai dengan hasil uji deskriptif di tabel
2 bahwa rata-rata kelemahan SPI untuk LKPD yang memperoleh opini WTP lebih rendah
jika dibandingkan tingkat kelemahan dalam LKPD yang memperoleh opini selain WTP.

Untuk pengujian Hipotesis 3, hasil dari nilai signifikansinya sebesar 0,159 hal ini
menunjukkan bahwa hipotesis 3 secara statistik tidak didukung. Artinya bahwa tidak
terdapat perbedaan ketaatan terhadap perundang-undangan antara LKPD yang beropini WTP
dengan LKPD yang memperoleh opini selain WTP.

Penelitian terdahulu yang melakukan uji beda tentang pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah, kelemahan SPI dan ketaatan terhadap perundang-undangan
sepengetahuan peneliti belum ada, namun terdapat beberapa penelitian yang dapat
mendukung analisis hasil penelitian ini. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Zul
Hilmi dan Dwi M (2012) bahwa tingkat penyimpangan yang ditemukan BPK berpengaruh
positif  signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Sementara dalam
penelitian ini ketaatan terhadap perundang-undangan, dan tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah, tidak terdapat perbedaan secara statistik antara yang beropini
WTP dengan yang selain WTP, sehingga bisa dikatakan penelitian ini tidak mendukung
penelitian sebelumnya yang telah menguji pengaruh tingkat penyimpangan yang ditemukan
BPK terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa: 1). tidak
terdapat perbedaan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)
antara kabupaten dan kota yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan
yang tidak memperoleh opini WTP, 2). terdapat perbedaan kelemahan sistem pengendalian
internal (SPI) antara kabupaten dan kota yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian
(WTP) dengan yang tidak memperoleh opini WTP, 3). tidak terdapat perbedaan tingkat
pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) antara kabupaten dan kota yang
memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan yang tidak memperoleh opini
WTP.
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Tabel 1.
Pemilihan Sampel

Populasi: total jumlah kabupaten dan kota 2008, 2010 484 kabupaten dan kota
Kota dan kabupeten yang memiliki indeks persepsi korupsi | 50 kabupaten dan kota
Sampel kabupaten dan yang memiliki indeks persepsi | 46 kabupaten dan kota
korupsi selama tahun 2008-2010, serta data tersedia lengkap
dari BPK dan BPS

Jumlah sampel yang di observasi 92 kabupaten dan kota
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Tabel 2
Group Statistics
opiniauditor N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Tingkat selain wtp 72 .8197 21692 .02556
pengungkapan

wtp 20 .8000 .23337 .05218

SPI selain wtp 72| 7.4028 3.87720 .45693]

wtp 20|  6.7500 2.63329 .58882

uu selain wtp 72|  9.8056 5.01726 .59129]

wtp 20| 8.8500 3.19992 71552

Sumber: Data diolah, 2014

Tabel 3

Independent Samples Test

Levene's Test
for Equality of

Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence

Sig. | Mean [std. Error]  Interval of the
(2- | Differe| Differenc Difference
F Sig. t df tailed) | nce e Lower Upper
Tingkat Equal variances
425 516 .354 90 .724(.01972| .05573| -.09100 .13044
pengungkap assumed
an Equal variances
.339| 28.770 .737(.01972| .05811| -.09917 .13861
not assumed
SPI Equal variances
4.090( .046( .708 90 .481(.65278 .92260| -1.18013( 2.48568]
assumed

Equal variances
.876| 44.459 .386].65278 .74532| -.84887 2.15443
not assumed

uu Equal variances
2.020 159 .806 90 .423].95556| 1.18611| -1.40086 3.31197
assumed

Equal variances
1.029| 47.840 .308].95556 .92822| -.91092 2.82203
not assumed

Sumber: Data diolah, 2014
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